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KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, perlu disadari adanya risiko yang dapat menghalangi
pencapaian tersebut secara ekonomis, efisien dan efektif, sehingga
diperlukan pengendalian internal secara memadai. Salah satu bentuk
pengendalian internal tersebut adalah adanya pengawasan internal yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Dalam menyelenggaraan pengawasan internal sebagai bagian dari
urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, kepegawaian,
dan persandian, Inspektorat juga memiliki risiko dalam mencapai tujuan
tersebut. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Inspektorat menyusun
Perencanaan Strategis untuk kurun waktu S (lima) tahun yang juga
diharuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (
Renstra ) Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk
masa 5 (lima ) tahun tersebut, Inspektorat menyusun Rencana Kinerja
(Renja) tahun 2020 sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan
internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan
yang nantinya berguna dalam proses Responsibilitas dan Akuntabilitas
di tahun 2020 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Lumajang,

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

HANIFAH DYAH EKASIWI, SE
NIP. 19600505 198503 2 005
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja (RENJA) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan dan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan
Pemerintah Kabupaten Lumajang. RENJA atau Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang
tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin
diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang
di breakdown dari RENSTRA 5 (lima) tahunan.

Dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Lumajang serta
tujuan dan sasaran inspektorat yang termuat dalam Renstra 5
(lima) tahunan yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun
2018-2023, serta untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diperlukan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan untuk Tahun 2020 sebagai
pedoman penyelenggaraan penyelenggaran pengawasan termasuk
dalam perencanaan anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2020.
Dalam menyusun perencanaan mengacu pada Prinsip-prinsip
perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah diantaranya:

1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;

2) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing;



3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah;

4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing  Daerah, sesuai dengan = dinamika
perkembangan Daerah dan nasional.

Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan, Rencana Kinerja tahunan juga diperlukan untuk
mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang
mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat
karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan berisiko bias
dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap
dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara
penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam
Bagian Ketujuh Permendagri 86 Tahun 2017.

Rencana kerja tahunan mencakup analisis gambaran
pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah tahun lalu. Hasil perumusan tersebut disajikan dengan
sistematika :

a. Pendahuluan

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

€. penutup.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lumajang
sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 harus dilakukan dengan

melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;

b. Penyusunan rancangan awal Renja SKPD;
c. Penyusunan rancangan Renja SKPD

d. Pelaksanaan forum SKPD; dan

e. Perumusan rancangan akhir

f. Penetapan Renja SKPD.



2.1 DASAR HUKUM

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Perubahannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008;

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Inpres Nomor S5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.



12) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

13) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42
Tahun 2015 Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.

14) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat

15) Keputusan Bupati Lumajang nomor
188.45/302/427.12/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang
Standar dan Prosedur PDTT Investigatif di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.

16) Keputusan Bupati Lumajang nomor
188.45/303/427.12/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang
Perubahan Keputusan Bupati Lumajang No.
188.45/426/437.12/2015 pedoman Teknis
Penyelenggaraan Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di lingkungan  Pemerintahan
Kabupaten Lumajang.

17) Keputusan Bupati Lumajang Nomor
188.45/597/427.12/2018 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lumajang
Tahun 2019

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN
1) Maksud
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern
Pemerintah oleh Inspektorat.
2) Tujuan
Tujuan dari penyusunan rencana kerja Inspektorat 2020

adalah untuk:



a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan
berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan
mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses
perumusan kebijakan dan perencanaan program,;

c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran,;

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan
keuangan publik;

e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur,
perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga

tercapai efektivitas perencanaan.

4.1 SISTEMATIKAN PENULISAN
Sistematika penulisan rencana kerja ini adalah sebagai

berikut:
Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Dasar

Hukum, Maksud dan Tujuan, dan , Sistematika Penulisan
Bab II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis
dari renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat
tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi

faktor penghambat tersebut.
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan
nasional yang menyangkut arah kebijakan dan program
pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah

program dan kegiatan.
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang rencana kerja dan

pendanaan dalam satu tahun anggaran



Bab V. PENUTUP

Pada bagian ini merupakan penutup rencana kerja



BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA INSPEKTORAT

Evaluasi kinerja tahun 2018 didasarkan pada rencana kerja
tahun 2018 yang tertuang dalam LKj Inspektorat Tahun 2018.
Terdapat perbedaan indikator baik di level program maupun
kegiatan antara tahun 2018 dengan 2019 dan 2020. Hal ini
disebabkan pada tahun 2018 rencana kerja didasarkan pada
Renstra Inspektorat tahun 2014-2019, sedangkan pada rencana
kerja Tahun 2020 sudah menggunakan dasar Renstra Inspektorat
tahun 2018-2023.



Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Program dan Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d

KODE Daerah dan Program/ Satuan Renja Tahun 2018 Tahun 2018
Kegiatan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program dan Kegiatan Realisasi Target
s/d Tahun 2018 Renstra (%)
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 9 10 = (5+7+9) 11 =(10/4)
3.05.3.05.27.00.01.00.5.2 Program Pelayanan  Administrasi | Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran guna % 90 % 855.924.050 100 | 753.745.778 100 88%
Perkantoran mendukung  meningkatnya  pengawasan  menuju
pemerintahan yang baik dan meningkatnya pengelolaan
Risiko dan pengendalian lingkungan
Pelayanan Administrasi dan | Terselanggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan 12bulan 855.924.050 100 | 753.745.778 100 88
Operasional Perkantoran
3.05.3.05.27.00.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana dan | Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur guna | % 100 576.050.950 100 | 487.232.789 100 84,5
Prasarana Aparatur mendukung meningkatnya pengawasan
Pembangunan/Pengadaan dan | Terselenggaranya pembangunan/pengadaan dan | Unit/set 146 391.050.950 146 345.391.399 100 88
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana | Teselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan | Bulan 12 185.000.000 12 141.841.399 100 77
dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur




3.05.3.05.27.00.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan | Persentase jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang | % 90 % 9.000.000 100 | 5.992.990 100 66,5
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | sesuai dengan ketentuan
Keuangan
Penyusunan laporan keuangan | Laporan Keuangan semesteran/Prognosis Dok/ 1/15 3.000.000 1/15 | 2.996.000 100 99,86
semesteran dan prognosis realisasi
anggaran Bendel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Laporan Keuangan SKPD Dok/ 1/15 3.000.000 1/15 | 2.990.000 100 99,66
Tahun bendel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | LKJ Dok/ 1/15 3.000.000 1/15 | 2.994.000 100 99,8
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / bendel
LAKIP
Program Peningkata Sistem | Presentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai | % 62 150.000.000 142.324.200 80 94,9
Pengawasan Internal dan | Evaluasi SAKIP Minimal B
Pengendalian Pelaksaan Kebijakan
Kepala Daerah
Review Dokumen SAKIP/Kinerja | LHR LHR 3 90.000.000 86.654.200 58 96,3
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas | LHE AKIP LHE 62 60.000.000 55.670.000 58 92,8
Kinerja Pemenrintah (AKIP)
Program Peningkatan sistem | Presentasi Kasus/ Pengaduan Masyarakatyang ditindak | % 150.000.000 148.900.000 99,27
pengawasan Internal dan | lanjuti APIP sesuai Standart
pengendalian Pelaksanaan kebijakan
kepala Daerah
Penanganan Kasus dan Pengaduan di | LHP kasus dan ijin Cerai / Perkawinan LHP 80 150.000.000 148.900.000 97 99,27

Lingkungan Pemerintah Daerah




Program peningkatan sistem | Presentasi Rekomendasi hasil Pengawasan yang di tindak | % 1.892.000.000 1.878.364.000 99,3
pengawasan Internal dan | lanjuti

pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

Pelaksanaan Pengawasan Internal dan | Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Reguler/LHP | P2HP 59 1.030.000.000 945.520.000 44 9,1
tindak lanjut pengawasan secara | Leguler

Berkala

Penyusunan dan Updating Peta | Universe dok 1 40.000.000 36.011.000 1 90
Pengawasan (Audit Universe)

Kondisi  pengawasan yang lebih | Ikhtisar Hasil Pengawasan dok 2 70.000.000 69.597.000 2 99,4
komprehensif

Inventarisasi Pengawasan DTP dok 25.000.000 64.971.000 384,7
Tindak lanjut Hasil Temuan | Terselenggaranya  Tindak Lanjut  Hasil Temuan | OPD/DES 62/3/215 62.200.000 45.950.000 73,9
Pengawasan Pengawasam A/KEL

Evaluasi  Berkala ~ Temuan  Hasil | Terselenggaranya Evaluasi Berkala temuan hasil | DOK 3 Rapat 20.000.000 17.310.000 86,5
Pengawasan Pengawasan

Pelaksanaan  pengawasan Internal | P2HP PDTT P2HP/LKP | 10 Dok 212.000.000 185.233.000 87,4
dengan tujuan tertentu

Penyelenggaraan sistem pengendalian | Laporan Hasil QA/ pengendalian Mutu DUPAK/LH | 131 LHA 50.000.000 23.350.000 46,7
Mutu Pengawasan A

Evaluasi mandiri pelaksanaan | LHPMPRB LHK 4 50.000.000 27.435.000 54,8
Reformasi Birokrasi

Review Laporan Keuangan Daerah LHR LHR 1 90.000.000 90.000.000 100

10




Review Anggaran Pendapatan dan | LHR (RKA, KUA/PPPAS) LHR 2 243.000.000 126.072.000 51,9
Belanja Daerah

3.05.3.05.27.00.40.00.5.2 Program Penataan dan % 100 60.600.000 55.922.000 92,3
Penyempurnaan Kebijakan sistem dan
Prosedur pengawasan
Penyusunan Kebijakan sistem dan | Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Internal, Draft | Kebijakan | 8 45.000.000 40.332.000 100 100
prosedur pengawasan perbup dalam rangka mendukung WBK dan kapabilitas

APIP

Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem | Sistem Informasi Unit 3 15.600.000 15.600.000 100 100
informasi Pengawasan Internal

3.05.3.05.27.00.41.00.5.2 Program Peningkatan Profesionalisme | Meningkatnya kompetensi pemeriksa % 100 % 200.000.000 200.000.000 100
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Pelatihan ~ Pengembangan  Tenaga | Laporan HasilPenyelenggaraan Diklat Kali 27 200.000.000 200.000.000 100 100
Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
Program Peningkatan percepatan | Terprosesenya Kasus TP/TGR (SKTJM.SK Pembebanan SK, | % 470.582.000 326.083.200 69.3
pemberantasan korupsi SK Penghapusan, SK Pelunasan
Penanganan Tuntutan Perbendaharaan | Laporan PenyelenggaraaN TP-TGR Kasus 4 70.000.000 49.175.000 70,25
dan tuntutan ganti rugi ( TP/TGR) Masuk
Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi | LHE SPIP Laporan dok 115.000.000 46.738.000 40,64
Pelaksanaan Percepatan
Pemberantasan Korupsi
Pembinaan Implementasi sistem dan | Laporan Penyelenggaraan Pembinaan 3 285.582.000 230.170.200 80,6
peraturan Perundang Undangan bagi OPD/Desa

audite

11
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Kinerja inspektorat Kabupaten Lumajang tercantum dalam
dokumen LKj Inspektorat yang disusun setiap tahun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas rencana kerja yang dibfuat pada awal tahun.

Rencana kerja tersebut mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun
2015-20109.

13



Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lumajang

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD SATUAN
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1 Per§entase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak % 70 ) ) ) 7394 ) )
Meningkatnya Lanjuti '
pengawasan Persentase Perangkat Daerah & Desa Yang Bebas Dari
2 | internal menuju Temuan Kerugian Negara Oleh BPK-RI Dan Kasus Hukum % 97 - - - 68.76 - - -
taat kelola Oleh APH
pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas menuju 0
3 yang baik (good WBK & 4 ) ) ) 98.85 i i i
4 governance) Persentase Pengendalian Risiko SKPD berdasarkan RTP pada % 9% ) ) ) 18.75 ) ) )
level 3 maturitas SPIP '
5 Meningkatnya Persentgse Pera.ngkat Daerah Yang Mendapatkan Nilai % 80 ) ) ) 76,56 ) ) )
akuntabilitas Evaluasi SAKIP Minimal B :
6 kinerja dan Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak " 85 ] ) ) 58,49 ) ) ]
pelayanan publik | Lanjuti APIP sesuai standar '
Meningkat
7 peennéggvaigza Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 % : 40% | 50% | 60% i 40% | 50% | 60%
8 'tgﬁ"k‘zl'o’genuju Nilai Kapabilitas APIP Angka ; 3 3 3,25 i 3 3 3,25
pemerintahan
yang baik (good
governance) dan :
9 | Meningkatnya Esrrje:itase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan % ) 70% 75% 75% ) 70% 75% 75%
akuntabilitas P
kinerja dan
pelayanan publik

14




2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI

Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana kinerja tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang
adalah sebanyak 2 sasaran strategis dengan 6 Indikator sasaran,
dan capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian
Sasaran adalah :

» 1 sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil
» 1 sasaran termasuk dalam kategori berhasil

sehingga secara keseluruhan sasaran stratejik Inspektorat
Kabupaten Lumajang dalam tahun 2018 berdasarkan indikator sasaran
telah tercapai sebesar 85,21 % atau berhasil/ memuaskan.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan
intern pemerintah, Inspektorat menemui kendala dan hambatan
baik pada tingkat kebijakan dan teknis. Beberapa hambatan
adalah sebagai berikut :

1. SDM secara umum masih terbatas kualitasnya dan
kuantitas
2. Perlu ditingkatkanya sarana dan prasarana pendukung
pengawasan
3. Sistem dan Prosedur Pengawasan yang kurang memadai
didukung dengan sistem informasi pengawasan
4. Adanya temuan pemeriksaan pada objek pemeriksaan yang
berulang dan sulit ditindaklanjuti
5. Belum semua OPD mampu melaksanakan Zona Integritas
menuju WBK dengan maksimal
6. Kapabilitas APIP belum tercapai secara memadai
7. Kurang memadainya kualitas implementasi AKIP
Pendekatan perencanaan yang komprehensif dan
terintegrasi harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dan
kendala yang terjadi di tahun sebelumnya. Beberapa isu penting
yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan
kegiatan tahun berikutnya adalah :

1. Pemenuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas

15



2. Pengadaan sarana prasaran pendukung kegiatan
pengawasan

3. Pengembangan sistem, prosedur dan kebijakan serta teknis
penyelenggaran pengawasan.

4. Evaluasi dan pembinan secara berkesinambungan pada
ISAKIP dan SPIP sebagai bentuk pengendalian faktor resiko

PD mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil musrenbang
Inspektorat yang disusun pada awal tahun berjalan 2019. Terjadi
beberapa perbedaan indikator dari level sasaran, program dan
kegiatan. Hal ini dikarenakan pada saat awal penyusunan
musrenbang, seiring dengan proses penyusunan renstra yang
masih dalam bentuk draft.

Untuk besar anggaran juga terjadi perubahan dari
rancangan awal RKPD dengan rencana kerja dikarenakan pada
saat penyusunan musrenbang tidak ada batas pagu anggaran,
sedangkan pada saat penyusunan rencana kerja sudah ditetapkan
KUA PPAS ( Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon

Anggaran Sementara) dari pemerintah Kabupaten Lumajang.
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Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Tahun 2020

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
Penting

dan Prasaranan

aparatur yang

aparatur yang

Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
1. | Program Pelayanan Inspektorat 1,200,000,000 Program Pelayanan Inspektorat | Persentase 1,000,000,000
Administrasi Administrasi pemenuhan
Perkantoran (kegiatan Perkantoran (kegiatan
rutin) rutin) pelayanan
administrasi
perkantoran
Pelayanan Inspektorat | Jumlah jenis 11 1,200,000,000 Pelayanan Inspektorat | Jumlah jenis 11 Jenis 1,000,000,000
Administrasi pelayanan Jenis Administrasi pelayanan
Perkantoran Perkantoran
administrasi administrasi
dan operasional perkantoran
perkantoran yang
yang disediakan disediakan
2. Program Peningkatan | Inspektorat 1.350.000.000 Program Peningkatan | Inspektorat | Persentase 1.862.0000.000
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana pemenuhan
Aparatur (kegiatan Aparatur (kegiatan
rutin) rutin) sarana dan
prasarana
aparatur
Pembangunan/ Inspektorat | Jumlah jenis 4 Jenis 10,000,000,000 | Pembangunan/ Inspektorat | Jumlah jenis 4 Jenis
Pengadaan dan Pengadaan dan
sarana sarana
Rehabilitasi Sarana Rehabilitasi Sarana 1,650,000,000
prasarana dan Prasaranan prasarana
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Aparatur disediakan Aparatur disediakan
Pemeliharaan Inspektorat | Jumlah jenis 2 350,000,000 Pemeliharaan Inspektorat | Jumlah jenis 2
Rutin/Berkala Sarana sarana Rutin/Berkala Sarana sarana
dan Prasarana dan Prasarana
prasarana prasarana
Aparatur Aparatur 212.000.000
aparatur yang aparatur yang
dipelihara dipelihara
3 Program Peningkatan | Inspektorat 40,000,000 Program Peningkatan | Inspektorat | Persentase LKj | 100% 38,000,000
Pengembangan Sistem Pengembangan yang
Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan diterbitkan
Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan
(kegiatan rutin) Keuangan (kegiatan
rutin)
Penyusunan Laporan Inspektorat | Jumlah laporan | 1 5,000,000 Penyusunan Laporan | Inspektorat | Jumlah
Capaian Kinerja dan capaian kinerja | dokume Capaian Kinerja dan laporan
Ikhtisar Realisasi o Ikhtisar Realisasi capaian
Kinerja SKPD/ LAKIP dan ikhtisar n Kinerja SKPD/ LAKIP kinerja dan .
realisasi kinerja ikhti
) ikhtisar dokumen 5,000,000
SKPD/LAKIP realisasi
di kinerja
yang disusun SKPD/LAKIP
yang disusun
Penyusunan Laporan Inspektorat | Jumlah laporan | 1 5,000,000 Penyusunan Laporan | Inspektorat | Jumlah )
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran laporan
gan =¢ keuangan Dokume gan e P dokumen 5,000,000
dan Prognosis dan Prognosis keuangan
semesteran dan
semesteran
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Catatan

Yang Ditindak
Lanjuti APIP

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Realisasi Anggaran prognosis n Realisasi Anggaran dan prognosis
realisasi realisasi
anggaran
anggaran
Penyusunan Laporan Inspektorat | Jumlah laporan | 1 5,000,000 Penyusunan Laporan Inspektorat | Jumlah
Keuangan Akhir keuangan akhir | Dokume Keuangan Akhir laporan 1
Tahun Tahun keuangan dokumen 8,000,000
tahun n akhir tahun
Penyusunan rencana Inspektorat | Jumlah 2 25,000,000 Penyusunan rencana | Inspektorat | Jumlah 20,000,000
kerja dan anggaran rencana kerja Dokume kerja dan anggaran rencana kerja
(RKA) SKPD (Renja) dan (RKA) SKPD (Renja) dan 9
rencana kerja n rencana kerja
dokumen
anggaran (RKA) anggaran
yang disusun (RKA) yang
disusun
4 Program Peningkatan | Inspektorat 4.690.000.000 Program Peningkatan | Inspektorat | Persentase 2,955,000,000
Sistem Pengawasan Sistem Pengawasan Rekomendasi
Internal dan Internal dan hasil 85%
Pengendalian Pengendalian pengawasan
Pelaksanaan Pelaksanaan yang Ditindak
Kebijakan Kepala Kebijakan Kepala Lanjuti
Daerah Daerah
Persentase
Kasus/
Pengaduan 90%
Masyarakat
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
sesuai standar
Persentase PD
yang
tk
m.ertdapa an. 8%
nilai evaluasi
SAKIP
minimal B
Pelaksanaan Inspektorat, | Jumlah laporan | 240 2,000,000,000 Pelaksanaan Inspektorat, | Persentase 1,250,000,000
Pengawasan Internal PD, Desa, rekomendasi Laporan Pengawasan Internal PD, Desa, LHP reguler /
dan Tindaklanjut Kecamatan . dan Tindaklanjut Kecamatan Pokok-pokok
Pengawasan Secara hasil Pengawasan Secara hasil
. 90%
Berkala pengawasan Berkala pemeriksaan
(P2HP) reguler
yang
diterbitkan
Inventarisasi Temuan | Inspektorat | Persentase 80% 150,000,000 Inventarisasi Temuan | Inspektorat | Persentase 25,000,000
Pengawasan inventarisasi Pengawasan Daftar Temuan
Pemeriksaan 90%
temuan (DTP) yang
pengawasan disusun
Tindaklanjut Hasil Inspektorat | Persentase LHP | 80% 250,000,000 Tindaklanjut Hasil Inspektorat | Persentase 90,000,000
Temuan Pengawasan yang Temuan Pengawasan L.aporan .hasil 85%
L ) tindaklanjut
ditindaklanjut yang disusun
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Koordinasi Inspektorat | Jumlah Ikhtisar | 2 200,000,000 Koordinasi Inspektorat | Jumlah 85,000,000
Pengawasan yan : Pengawasan yan laporan hasil
_g yang ) hasil Dokume g yang ) p ) ) 2
Lebih komprehensif Lebih komprehensif koordinasi
pengawasan n pengawasan dokumen
yang disusun yang disusun
Evaluasi Berkala Inspektorat | Persentase 85% 100,000,000 Evaluasi Berkala Inspektorat | Jumlah 25,000,000
Temuan Hasil koordinasi hasil Temuan Hasil Laporan hasil
Pengawasan Pengawasan evaluasi/anali
pengawasan sa Temuan
berkala yang pengawasan 2
. dokumen
difasilitasi bahan ikhtisar
dan kebijakan
pengawasan
yang disusun
Penanganan Kasus Inspektorat | Jumlah 70 350,000,000 Penanganan Kasus Inspektorat | Jumlah 200,000,000
dan Pengaduan di kasus/pengadu | Kasus dan Pengaduan di kasus/pengad
Lingkungan . Lingkungan uan dilingkup
Pemerintah Daerah an dilingkup Pemerintah Daerah pemerintahan 70
dan Pemerintahan pemerintahan dan Pemerintahan yang diperiksa
Bawahannya yang diperiksa Bawahannya
Pelaksanaan Evaluasi | Inspektorat | Jumlah SAKIP 62 OPD | 150,000,000 Pelaksanaan Evaluasi | Inspektorat | Persentase 75,000,000
Akunt.j:lbilitas Kinerja OPD yang di Akuntgbﬂitas Kinerja ISAKIP PD 100%
Pemerintahan (AKIP) . Pemerintahan (AKIP) yang
Evalusasi dievaluasi
Penyusunan dan Inspektorat | Jumlah peta 1 65,000,000 Penyusunan dan Inspektorat | Persentase 100% 40,000,000
Updating Peta Updating Peta peta
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Pengawasan (Audit pengawasan Dokume Pengawasan (Audit pengawasan/a
Universe) terupdate n Peta Universe) udit universe
terupdate
Pengawa
san
Pelaksanaan Inspektorat, | Persentase 100% 500,000,000 Pelaksanaan Inspektorat, | Persentase 500,000,000
Pengawasan Internal PD, Desa, identifikasi Pengawasan Internal PD, Desa, LHP reguler /
Dengan Tujuan Kecamatan . Dengan Tujuan Kecamatan Pokok-
Tertentu rekomendasi Tertentu Inspektorat
hasil pokok hasil 100%
pemeriksaan pemeriksaan
(P2HP) reguler
yang yang
diterbitkan diterbitkan
Penyelenggaraan Inspektorat | Jumlah laporan | 100 150,000,000 Penyelenggaraan Inspektorat | Pesentase 75,000,000
Sistem Pengendalian QA yang Laporan Sistem Pengendalian Laporan Hasil
Mutu Pengawasan . Mutu Pengawasan Pengawasan
dikeluarkan o
yang 100%
dilakukan
pengendalian
mutu
Evaluasi Mandiri Inspektorat | Jumlah laporan | 4 75,000,000 Evaluasi Mandiri Inspektorat | Jumlah 60,000,000
Pelaksanaan hasil evaluasi Laporan Pelaksanaan laporan hasil 4
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi evaluasi RB laporan

RB
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
Penting

No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Review Dokumen Inspektorat 1. Jumlah 1.2 250,000,000 Review Dokumen Inspektorat | Persentase 125,000,000
SAKIP/ Kinerja laporan revieu laporan; SAKIP/ Kinerja reviu dokumen
Penyelenggaraan Penyelenggaraan SAKIP
Pemerintah Daerah dokumen 2.2 Pemerintah Daerah Pemerintah
perencanaan laporan Daerah
daerah;
100%
2. Jumlah
laporan review
dokumen
capaian kinerja
daerah
Review Laporan Inspektorat | Jumlah laporan | 1 150,000,000 Review Laporan Inspektorat | Jumlah 100,000,000
Keuangan Pemerintah review laporan laporan Keuangan Pemerintah laporan  hasil )
Daerah Daerah reviu laporan
keuangan k laporan
euangan
daerah daerah
Review Anggaran Inspektorat | Jumlah 2 300,000,000 Review Anggaran Inspektorat | Persentase 305,000,000
Pendapatan dan Laporan Review | Laporan Pendapatan dan reviu dokumen
Belanja Daerah Belanja Daerah Penganggaran 100%
APBD .
Pemerintah
Daerah
5 Program Inspektorat 450.000.000 Program Inspektorat | Persentase PD 0% 200,000,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan yang °
Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian menyelenggar
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
Penting

No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Intern Pemerintah Intern Pemerintah akan
Manajemen
Risiko/ SPIP
sesuai
ketentuan
Penyelenggaraan dan Inspektorat | Jumlah 2 250,000,000 Penyelenggaraan dan Inspektorat | :Persentase PD 75,000,000
Pelaporan SPIP dokumen SPIP Dokume Pelaporan SPIP yang 1
menyelenggara
yang disusun n Kkan Y giPIP 100%
sesuai
ketentuan
Pembinaan Inspektorat | 1.Jumlah OPD 1.640P 200,000,000 Pembinaan Inspektorat | Persentase 125,000,000
Implementasi Sistem yang dibina D; 2.198 Implementasi Sistem pembinaan
dan Peraturan dan Peraturan yang
Perundangan Bagi tentang desa Perundangan Bagi diselenggaraka
Auditee ketentuan Auditee n tentang
peraturan ketentuan
d peraturan
perundangan perundangan
100%
;2.Juml ah
Desa yang
dibina tentang
ketentuan
peraturan
perundangan
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
6 Program Peningkatan | Kantor 400,000,000 Program Peningkatan | Kantor Persentase 250,000,000
Profesionalisme Diklat BPK Profesionalisme Diklat BPK APIP
Tenaga Pemeriksa Tenaga Pemeriksa berkompetens
Dan Aparatur Dan Aparatur i sesuai 100%
Pengawasan Pengawasan standar
kompetensi
APIP
Pelatihan Kantor Jumlah diklat 1 Diklat | 400,000,000 Pelatihan Kantor Persentase 250,000,000
pengembangan tenaga | Diklat BPK yang di ikuti pengembangan tenaga | Diklat BPK pelatihan yang 100%
pemeriksa dan pemeriksa dan diselenggaraka
aparatur pengawasan aparatur pengawasan n
7 Program Penataan Inspektorat 225.000.000 Program Penataan Inspektorat | Persentase 135,000,000
dan Penyempurnaan dan Penyempurnaan Pemenuhan
Kebijakan Sistem dan Kebijakan Sistem dan Area of 85%
Prosedur Pengawasan Prosedur Pengawasan Improvement °
kapabilitas
APIP
Penyusunan Inspektorat | Jumlah aplikasi | 3 SIP 150,000,000 Penyusunan Inspektorat | Persentase 60,000,000
Kebijakan Sistem dan sistem Kebijakan Sistem dan penyusunan
Prosedur Pengawasan ) ) Prosedur Pengawasan kebijakan
informasi 3 SIP
pengawasan
pengawasan sesuai standar
yang terpelihara
Penyusunan dan Inspektorat 75,000,000 Penyusunan dan Inspektorat | Jumlah 75,000,000
. . . . S 57%
Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan Sistem aplikasi sistem
Informasi Pengawasan Informasi Pengawasan informasi
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Internal Internal pengawasan
yang
diselenggaraka
n secara efektif
8 Program Peningkatan | Inspektorat 1.050.000.000 Program Peningkatan | Inspektorat | Persentase PD 560,000,000
Percepatan Percepatan yang
Pemberantasan Pemberantasan melaksanakan
Korupsi Korupsi pembangunan
zona
integritas
menuju WBK
dan Perangkat
Daerah
melaksanakan
pemenuhan
aksi pencehan
dan
pemberantasa
n korupsi
Penanganan Tuntutan | Inspektorat 150,000,000 Penanganan Tuntutan | Inspektorat | Persentase 75,000,000
Perbendaharaab dan Perbendaharaab dan kasus TPTGR 100%
Tututan Ganti Rugi Tututan Ganti Rugi yang diproses
Koordinasi, Inspektorat | Jumlah 3 300,000,000 Koordinasi, Persentase . 200,000,000
Monitoring, dan sosialisasi Sosialis Monitoring, dan Perangkat 100% PD
Evaluasi Pelaksanaan ) ] Evaluasi Pelaksanaan Daerah  yang yang
Percepatan Saber Pungli ast Percepatan membangun terlibat
Pemberantasan dan UPG yang Pemberantasan Zona Integritas
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Catatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No Indikator Target Pagu Indikatif Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Kinerja Capaian
Korupsi terfasilitas Korupsi Menuju WBK
Persentase PD
yang
melakukan
pemenuhan
aksi
pencegahan
dan
pemberantasa
n korupsi
Penyelenggaraan Sapu | Inspektorat | Jumlah OPD 14 OPD | 350,000,000 Penyelenggaraan Inspektorat | Persentase 160,000,000
Bersih Pungutan Liar yang dievaluasi Sapu Bersih pemenuhan
(Saber Pungli) dan Pungutan Liar (Saber aksi/ program
Unit Pengendalian telah Pungli) dan  Unit kerja Saber 100%
Gratifikasi (UPG) melaksanakan Pengendalian pungli dan
zona integritas Gratifikasi (UPG) UPG
dan WBK
Operasional Inspektorat | Jumlah 2 250,000,000 Operasional Inspektorat | Jumlah 125,000,000
Penyelenggaraan Laporan TP4D Laporan Penyelenggaraan laporan TP4D 2 laporan
Tugas TP4D ) Tugas TP4D yang disusun
Yang disusun
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BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat
Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Visi
tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku
kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat
Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa
mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk
meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan
landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja.
Budaya masyarakat kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa,
karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-
nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan
pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun
kebersamaan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun
kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar
Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023
adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis
pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat
yang lebih sejahtera dan mandiri;

3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih
(good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas, maka untuk serta
mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya
Saing dan bermartabat, lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi

ketiga yakni :” Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang
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baik, benar, dan bersih (good and clean governance)” disinilah peran
Inspektorat selaku Institusi Pengawasan akan menindaklanjuti dan
mengimplementasikan visi dan misi tersebut. Inspektorat sebagai lembaga
internal kontrol yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan

program Bupati Lumajang.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD
adalah : “Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan” dengan indikator tujuan :"Indeks Reformasi Birokrasi “.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang
selaras dengan sasaran RPJMD yaitu: “Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan
adalah jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju
WBK berdasarkan Self Assessment WBK.

Sasaran Inspektorat: “Meningkatnya sistem pengendalian internal
penyelenggaraan  pemerintahan menuju good governance dan
meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan

pemerintahan”.
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Tabel Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2020

Tujuan Sasaran Indikator Formula Indikator Target
Meningkatkan Jumlah OPD yang layak OPD yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB 1
penyelenggaraan ditetapkan sebagai zona untuk dievaluasi zona integritas menuju WBK
pemerintahan yang integritas menuju WBK berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten
bersih dan bebas dari berdasarkan self
KKN assessment WBK

Meningkatnya sistem Persentase OPD dengan Jumlah OPD dengan nilai maturitas SPIP level 3 50%
pengendalian internal maturitas SPIP level 3 R e R x100
penyelenggaraan Jumlah seluruh OPD

pemerintahan menuju

good governance dan Nilai Kapabilitas APIP Nilai self assessment kapabilitas APIP level 3 3
Meningkatnya efektivitas

manajemen risiko dalam Persentase pemenuhan aksi | Jumlah rencana aksi yang dipenuhi 75%

penyelenggaraan
pemerintahan

pencegahan dan
pemberantasan korupsi

x 100
Jumlah seluruh rencana aksi
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3.3 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 mendefinisikan Strategi
sebagai : “Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi”. Strategi terdiri dari formulation strategic,
implementation strategis, serta implementation strategic. Tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra akan dicapai
dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut
berupa Kebijakan dan Program. Upaya — upaya pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra bukan
merupakan hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi
Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tanggung jawab
penyelenggaraan pengawasan untuk memaksimalkan usaha pencapaian
tujuan dan sasaran Inspektorat dan sumbangsih pencapaian tujuan dan
sasaran Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra didasari asumsi — asumsi
kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta
prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan
perubahan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup
kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka
memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan
kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan
berbagai pihak dan aransemen kelembagaan dalam rangka optimalisasi
Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah :

1) Meningkatkan efektivitas kebijakan atau desain dan implementasi

SPIP
2) Meningkatkan standar dan prosedur pengawasan dan pembinaan

3) Meningkatkan instrumen pengaduan atau informasi masyarakat

dan memperkuat kelembagaan pemeriksaan kasus

4) Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi
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BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Renja Tahun 2020 diselaraskan dengan visi dan misi di
RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 serta tujuan dan
sasaran di Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023. Sedangkan pelaksanaan
untuk mencapai sasaran adalah melalui program dan kegiatan sebagaimana
yang terurai dibawah ini.

Total anggaran belanja langsung Inspektorat Kabupaten Lumajang Tahun
2020 adalah Rp. 7.000.000,00 ( tujuh miliar rupiah). Rencana kerja Inspektorat
Tahun 2020 secara rinci dijelaskan pada matriks Renja Inspektorat Tahun 2020

di bawah ini
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Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian o o
Lokasi Kineria Pagu Indikatif | Sumber Target Capaian Kineria | Pagu Indikatif
Dana
01 Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan | Inspektorat
Perkantoran (kegiatan rutin) pelayanan administrasi 88,4% 1,000,000,000 DAU 88,6% 1,250,000,000
perkantoran
01.021 | Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan | Inspektorat
administrasi
nisiras! 11 1,000,000000 | DAU T 1,250,000,000
perkantoran yang
disediakan
02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan | Inspektorat
Prasarana Aparatur (kegiatan rutin) sarana dan prasarana 88,6% 1.862.0000.000 DAU 88,8% 8.000.0000.000
aparatur
02.45 | Pembangunan/ Pengadaan dan Jumlah jenis sarana Inspektorat Pemenuhan sarana
Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan prasarana aparatur orasarana, mobil
Aparatur yang disediakan
4 1,650,000,000 |  DAU dan sepeda motor 4 7.750,000,000
operasional
pengawasan
02.46 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah jenis sarana Inspektorat
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur 2 212,000,000 DAU 2 250,000,000
yang dipelihara
06 Program Peningkatan Pengembangan | Persentase LKj yang Inspektorat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | diterbitkan 100% 38,000,000 DAU 100% 40,000,000

Keuangan (kegiatan rutin)

33




Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian o S
Lokas Kineria | | 29U Indikatit | - Sumber Target Capaian Kineria | Pagu Indikati
Dana
06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Jumlah laporan capaian | Inspektorat
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ kinerja dan ikhtisar
LAKIP realisasi kinerja 1 5,000,000 | DAU ! 6,000,000
dokumen dokumen
SKPD/LAKIP yang
disusun
06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan Inspektorat
Semesteran dan Prognosis Realisasi
. keuangan selmestelran' 1 5,000,000 DAU 1 6,000,000
nggaran dan prognosis realisasi dokumen dokurmen
anggaran
06.03 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Jumlah laporan Inspektorat 1 DAU 1
Tahun keuangan akhir tahun dokumen 8,000,000 dokumen 8,000,000
06.07 | Penyusunan rencana kerja dan Jumlah rencana kerja Inspektorat
RKA) SKPD i
anggaran (RKA) (Rgnja) dan rencana 2 dokumen 20,000,000 DAU 2 dokumen 20,000,000
kerja anggaran (RKA)
yang disusun
17 Program Peningkatan Sistem Persentase Inspektorat
Pengawasan Internal dan Rekomendasi hasil DAU
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan pengawasan yang 85% 85%
Kepala Daerah Ditindak Lanjuti
Persentase Kasus/ Inspektorat 2,955,000,000 3,005,000,000
Pengaduan Masyarakat
90% DAU 90%
Yang Ditindak Lanjuti
APIP sesuai standar
Persentase PD yang Inspektorat 80% DAU 80%

mendapatkan nilai
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Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian o S
Lokas Kineria | | 29U Indikatit | - Sumber Target Capaian Kineria | Pagu Indikati
Dana
evaluasi SAKIP minimal
B
17.001 | Pelaksanaan Pengawasan Internal dan | Persentase LHP Inspektorat,
Tindaklanjut Pengawasan Secara reguler / Pokok-pokok PD. Desa,
Berkala hasil pemeriksaan ‘ 90% 1,250,000,000 |  DAU 90% 1,260,000,000
(P2HP) reguler yang ecamatan
diterbitkan
17.005 | Inventarisasi Temuan Pengawasan Persentase Daftar Inspektorat
Temuan Pemeriksaan 90% 25,000,000 |  DAU 90% 25,000,000
(DTP) yang disusun
17.006 | Tindaklanjut Hasil Temuan Persentase Laporan Inspektorat
Pengawasan hasil tindaklanjut yang 85% 90,000,000 | DAU 85% 90,000,000
disusun
17.007 | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Jumlah laporan hasil Inspektorat
komprehensif koordinasi pengawasan 2 85,000,000 DAU 2 85,000,000
. dokumen dokumen
yang disusun
17.008 | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Jumlah Laporan hasil Inspektorat
Pengawasan gvaluasi/analisa
Temuan pengawasan 2 2
o 25,000,000 |  DAU 25,000,000
bahan ikhtisar dan dokumen dokumen
kebijakan pengawasan
yang disusun
17.009 | Penanganan Kasus dan Pengaduandi | Jumlah Inspektorat
Lingkungan Pemerintah Daerah dan | kasus/pengaduan 70 200,000,000 DAU 70 200,000,000

Pemerintahan Bawahannya

dilingkup pemerintahan
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Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian o S
Lokas Kineria | | 29U Indikatit | - Sumber Target Capaian Kineria | Pagu Indikati
Dana
yang diperiksa
17.012 | Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Persentase ISAKIP PD | Inspektorat . DAU ,
Kinerja Pemerintahan (AKIP) yang dievaluasi 100% 75,000,000 100% 90,000,000
17.014 | Penyusunan dan Updating Peta Persentase peta Inspektorat
Pengawasan (Audit Universe) pengawasan/audit 100% 40,000,000 | DAU 100% 40,000,000
universe terupdate
17.015 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Persentase LHP Inspektorat,
Dengan Tujuan Tertentu reguler / Pokok-pokok | pp pesa,
hasil pemeriksaan « t 100% 500,000,000 DAU 100% 510,000,000
(P2HP) reguler yang ecamatan
diterbitkan
17.016 | Penyelenggaraan Sistem Pesentase Laporan Inspektorat
Pengendalian Mutu Pengawasan i
° ° Hasil Pengawasan 100% 75000000 |  DAU 100% 75,000,000
yang dilakukan
pengendalian mutu
17.017 | Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Jumlah laporan hasil Inspektorat 4 DAU 4
Reformasi Birokrasi evaluasi RB laporan 60,000,000 laporan 60,000,000
17.018 | Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Persentase reviu Inspektorat
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | dokumen SAKIP 100% 125,000,000 |  DAU 100% 125,000,000
Pemerintah Daerah
17.019 | Review Laporan Keuangan Jumlah laporan hasil Inspektorat
Pemerintah Daerah reviu laporan keuangan 1 100,000,000 DAU 1 100,000,000
daerah laporan laporan
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Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian I
Lokasi Kineria | | 29U Indikatit | - Sumber Target Capaian Kinerla | Pagu Indikati
Dana
17.020 | Review Anggaran Pendapatan dan Persentase reviu Inspektorat
Belanja Daerah dokumen
100% 305,000,000 | DAU 100% 320,000,000
Penganggaran
Pemerintah Daerah
20 Program Penyelenggaraan Sistem Persentase PD yang Inspektorat
P dalian Intern P intah
engenaalian Intern Femerinta meny?lenggarla{(an 75% 200,000,000 DAU 75% 200,000,000
Manajemen Risiko/
SPIP sesuai ketentuan
20.005 | Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP | Persentase PD yang Inspektorat
menyelenggarakan 100% 75,000,000 DAU 100% 75,000,000
SPIP sesuai ketentuan
20.006 | Pembinaan Implementasi Sistem dan | Persentase pembinaan | Inspektorat
Peraturan Perundangan Bagi Auditee i
yang diselenggarakan 100% 125,000,000 |  DAU 100% 125,000,000
tentang ketentuan
peraturan perundangan
18 Program Peningkatan Profesionalisme | Persentase APIP Kantor Diklat
T P iksa Dan Aparat i i
Penaga emeriksa Dan Aparatur berkompetensi sesyal BPK 100% 250,000,000 DAU 100% 275,000,000
engawasan standar kompetensi
APIP
18.001 | Pelatihan pengembangan tenaga Persentase pelatihan Kantor Diklat
pemeriksa dan aparatur pengawasan | yang diselenggarakan BPK 100% 250,000,000 DAU 100% 215,000,000
19 Program Penataan dan Persentase
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan | Pemenuhan Area of 85% 135,000,000 DAU 85% 140,000,000
Prosedur Pengawasan Improvement
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Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian o S
Lokasi Kineria Pagu Indikatif | Sumber Target Capaian Kineria | Pagu Indikatif
Dana
kapabilitas APIP
19.002 | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Persentase Inspektorat
Prosedur Pengawasan ii
° penyusunan kebijakan 85% 60000000 | DAU 85% 60,000,000
pengawasan sesuai
standar
19.003 | Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem | Jumlah aplikasi sistem | Inspektorat
Informasi Pengawasan Internal ' '
informasi pengawasan 3P 75000000 |  DAU 3P 80,000,000
yang diselenggarakan
secara efektif
21 Program Peningkatan Percepatan Persentase PD yang Inspektorat
Pemberantasan Korupsi melaksanakan
pembangunan zona
integritas menuju WBK
dan Perangkat Daerah 71% 560,000,000 DAU 1% 575,000,000
melaksanakan
pemenuhan aksi
pencehan dan
pemberantasan korupsi
21.001 | Penanganan Tuntutan Persentase kasus Inspektorat
Perbendaharaab dan Tututan Ganti TPTGR yang diproses 100% 75,000,000 DAU 100% 80,000,000
Rugi
21.002 | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Persentase Perangkat | Inspektorat
Pelaksanaan Percepatan Daerah yang 100% PD yang
. ° DAU 0 i
Pemberantasan Korupsi membangun Zona teriibat 200,000,000 100% PD yang terlibat 200,000,000

Integritas Menuju WBK
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Indiktor Kinerja

Catatan Penting

Kode Program/Kegiatan , Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program/Kegiatan
Target Capaian o S
Lokasi Kineria Pagu Indikatif | Sumber Target Capaian Kineria | Pagu Indikatif
Dana
Persentase PD yang
meI?kukan pemenuhan 100% PD yang DAU 100% PD yang terliat
aksi pencegahan dan terlibat
pemberantasan korupsi
21.003 | Penyelenggaraan ~ Sapu  Bersih | Persentase pemenuhan | Inspektorat
Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit | aksi/ program kerja 100% 160,000,000 DAU 100% 165,000,000
Pengendalian Gratifikasi (UPG) Saber pungli dan UPG
0 ional Penyel T
21.004 | Operasional Penyelenggaraan Tugas | Jumiah laporan TP4D | Inspektorat 2 laporan 125000000 | DAU 2 laporan 130,000,000

TP4D

yang disusun
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BAB 5
PENUTUP

Rencana Kinerja (RENJA) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (
Renstra ) Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk
masa S ( lima ) tahun. Untuk mewujudkan semua yang telah
direncanakan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2020 ini,
diperlukan kompetensi, independensi, Due Professional Care, dan
komitmen yang kuat dari semua pihak sebagai upaya untuk
mensukseskan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang
didukung dengan pengawasan internal yang berkualitas sesuai peran
masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan

sebagaimana ketentuan.
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